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BUPATI MAGELANG
KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Wr. Wh.
Salam Sejahtera bagi Kita Semua.

Shalom, Om Swastyastu,

Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu

Alhamdulillahhirobbilalamin, Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah
Subhanahu wa ta’ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-
Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Magelang Tahun 2023

ini dapat diselesaikan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian pemerintah
daerah harus dapat menjalankan seluruh urusan pemerintahan secara baik dan bijaksana untuk
mewujudkan good government dan clean governance dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan amanat
Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib
menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD vyang
dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

Selama Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Magelang telah memperoleh banyak
prestasi dan penghargaan baik tingkat nasional, tingkat provinsi maupun dari pihak swasta.
Namun demikian masih terdapat kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya hal ini
mendorong kami untuk terus mencari terobosan inovasi demi penyelenggaraan pemerintahan

yang lebih baik.
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Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Magelang Tahun 2023
diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi bagi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Magelang untuk peningkatan kinerja guna efektivitas, efisiensi, serta

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan beserta Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Magelang atas kerja sama yang baik selama ini guna kelancaran
pelaksanaan tugas pemerintahan dan kami juga menyampaikan terimakasih kepada jajaran
Pemerintahan Kabupaten Magelang serta seluruh masyarakat yang telah mendukung

pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Wassalamu alaikum Wr. Whb.
Shalom, Om Santi Santi Santi Om,
Namo Buddhaya,

Rahayu.

Kota Mungkid, 8 Maret 2024

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 |




DAFTAR IS1 |ii

DAFTAR ISl

Kata PENZANtAr ...cceeiiiiiiiieeee et e ettt e e e e e ettt e e e e e e et es i
Daftar ISi c.cccociiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e iii
Daftar Tabel ......cccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e vi
BAB | PENDAHULUAN Lottt e e e I-1
1.1. Dasar HUKUM ..o, I-1

1.2.  Visi dan Misi Kepala Daerah ........ccccoeeeiiieiiiiiiiiiieiiiieeieieeeeeeeeeeeeees 1-3

1.3.  Data Umum Daerah .......ccccceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens I-6

1.3.1.  Data Geografis Wilayah ........cccccccceviiiiiiiniiiiiiiiinininnnn. I-6

1.3.2.  Jumlah Penduduk .........ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieneee, 1-7

1.3.3.  Pertumbuhan Penduduk ...........cccceeeiiiiiiiiiiiininnnnnnnnnnnn.n. 1-9

1.3.4.  Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) .....ccceeeveiiiiiiinnnnnnn. 1-10

1.3.5.  Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan ........... I-11

1.3.6.  Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Belanja .................. 1-22

1.3.7.  Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pembiayaan ........... 1-28

BAB Il PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH ...ttt e e -1
BAB I HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH ... -1
3.1.  Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .......cccc.cccceeeeeeeeeennne. -1
3.1.1.  Pelayanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar .........ccccceveiiiiiiiiiiiinineciecininiiineeeeeen, -1
3.1.2  Pelayanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar ......cccooeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeenn -2
3.1.3  Pelaksanaan Urusan Pilihan ...........cccoeoiniiiiiiinnnnn. 1-3
3.1.4  Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang ..........cccceeeeeeennnn. -3
3.1.5.  Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target
Kinerja dalam Perjanjian Kinerja ........ccccceevevvvveeereeeennnnnns -5
3.2.  Kebijakan Strategis yang Ditetapkan .......cccccceiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnn. 1-5

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya. 1-25

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ................ V-1
4.1.  Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan .......cccccccceeeeeeee V-1

4.1.1.  ldentifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan
yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya ............ V-2

4.1.2. ldentifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan
yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan di

Bawahnya ... V-5
4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan
dan Upaya Penyelesaian ..........oceeevevuuieeeeieeeeeeeeiceeeeeeeeeeeeeeenns V-7
BAB V PENUTUP ettt e e e V-1

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGLINGJAWABAN (LKP.J) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 |




LAMPIRAN

Lampiran 3.1.1.
1.
2.

6.
Lampiran 3.1.2.

1.
2.

No W

o.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

Lampiran 3.1.3.
1.

2.
3.
4.

DAFTAR IS1 |iv

Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pendidikan
Kesehatan

Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta
Perlindungan
Masyarakat

Sosial

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ..................
Dinas Kesehatan
Puskesmas
RSUD Muntilan ...ccooeeeeieimiieieiieeeeieiiieeeeeeeeeeee
RSUD Merah Putih
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman ......ccccccceviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiineene.
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan
Kebakaran ........ccccceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieeeeeeeneee
Badan Penangulangan Bencana Daerah

Dinas Sosial PPKB PPPA ......cooivieieieeieeeenenns

Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Kebudayaan
Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan Anak
Tenaga Kerja
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

Pangan
Lingkungan Hidup
Administrasi
Kependudukan
Capil

Komunikasi
Informatika
Perhubungan
Statistik
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Persandian

Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
Penanaman Modal
Perpustakaan
Kepemudaan dan Olah
Raga

Kearsipan

Pertanahan

dan

dan

dan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ..................
Dinas Sosial PPKB PPPA ......ccoooviiiiiiiiiieeeeeeeeeee

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ..............
Dinas Sosial PPKB PPPA ........cccccceviiiiiiiiiinninnns

Dinas Pertanian dan Pangan
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas  Administrasi

Pencatatan Sipil

Kependudukan  dan

Dinas Komunikasi dan Informatika ..................
Dinas Perhubungan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....

Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

DPMPTSP ettt
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ...................
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ...................
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..

Pelaksanaan Urusan Pilihan

Pertanian

Perdagangan
Pariwisata
Perindustrian

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGLINGJAWABAN (LKP.J) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 |

Dinas Pertanian dan Pangan
Dinas Peternakan dan Perikanan .......cccccceeeeeeee
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga.
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ..............

175

184
192

198

207
208

211
219

225
228

242

248

253
259
260

269
269

275
281
284

292
293

295
301
305
308
312




Lampiran 3.1.4.
1.

5.

6

5.

DAFTAR IS1 |v

Kelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan ......................

Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ..............

Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang

Unsur Pendukung

Administrasi Sekretariat Daerah

Pemerintahan Bagian Pemerintahan ..........cccooeiiiiiiiiiiiieinnnnnee
Bagian Organisasi .......ccceuuuueeereereeieieenniecaeeeeeeeee
Bagian Administrasi Pembangunan ..................
Bagian Kesejahteraan Rakyat ........ccccccceeeeeeeeeeee
Bagian Perekonomian dan SDA ...........ccccceeeee
Bagian Umum .....cccoeiiiiiiiiiiiiiiieeiiiiicee e
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa .................
Bagian Hukum .......ccccconiiiiiiiiiiiininiiiinnenn,
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan .....
Sekretariat DPRD .....cccccvveiiiiiiiieiiiiiiieeeiieeeeeeeeee

Unsur Penunjang

Kepegawaian BKPPD ...

Penelitian Bappeda dan Litbangda .......ccccceeeviiiiiiiiiiinnnnnee

Keuangan BPPKAD ...t

Perencanaan Bappeda dan Litbangda ........ccccceevviiiiiiiiiiinnenees

Unsur Pengawas Inspektorat......ccceeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee

Unsur Kewilayahan Kecamatan Bandongan ........ccccceeeiiiiiiiiciennnneee
Kecamatan Borobudur ........cccccceeiiiiiiiiiiiniiinn.
Kecamatan Candimulyo ......ccccevvveeeviivninneennnn.
Kecamatan Dukun .......cccccccceiiiiiiiiiiiiiiiiiniinnnnnn.
Kecamatan Grabag ......cceeuueeeiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee
Kecamatan Kajoran .......ccceeeeeeevveeeenceeenenennnnnne.
Kecamatan Kaliangkrik ........ccccooeiieiiiiiiiennnnnneee
Kecamatan Mertoyudan .........cccceeeeveevvnenneennnen.
Kecamatan Mungkid .........cceeeeiriiiiiiiiiiceennnenes
Kecamatan Muntilan .......ccccccceeeiiiiiiiiiiienneneneee
Kecamatan Ngablak .......ccccccceeeiiiiiiiiiiiieennnnenes
Kecamatan Ngluwar .........cccceeeeeeeeeeieeeeeeeeneeeeeee
Kecamatan Pakis .......cccoovvvvmiieeiiiiiiniiiininneeeeen.
Kecamatan Salam ......cccoeeeeumviiiiiiiiniiinnnneneeen.
Kecamatan Salaman ......cccccccceeeeiiiriieeeeieeeeneeeees
Kecamatan Sawangan .........ccceeeeeeeievemnnceeeneenees
Kecamatan Secang .....c.cceeuueeeiirreiiiieennicceneeeeeeee
Kecamatan Srumbung ........cceeeeeeiiiiiiiiiiiieenneeeee
Kecamatan Tegalrejo ........ueeeeeeeeeiiiiiniieeeaeeeeees
Kecamatan Tempuran ........ccccoeeeeeeeeemuiceeeeeeneee
Kecamatan Windusari .......cccccceeeeiiiiiiiiiiiiieennnes

Unsur ~ Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ..................

Umum

Lampiran 3.1.5. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam

Lampiran

Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .........
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Pelaksanaan Urusan Pilihan .......ccoooiieiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee e,
Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang .........cceeeeeeeiieieiiieiiieiinieeeeeeeeeeeeeeen,
Prestasi dan Penghargaan Kabupaten Magelang Tahun 2023

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGLINGJAWABAN (LKP.J) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 |

314
320

322
324
326
328
330
333
338
340
342
343

355
362
365
377
388
396
402
408
413
420
425
431
438
445
457
465
471
477
483
490
495
500
510
515
520
526
532




DAFTAR TABEL|vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan, serta Jarak dari Ibukota

Kabupaten ke Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2023 ..... -7
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2023 ................... 1-8
Tabel 1.3. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2023 .. 1-9
Tabel 1.4. Kondisi ASN Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023..................... 1-10
Tabel 1.5. Komposisi Pendidikan ASN (Orang) Kabupaten Magelang Tahun

207192023 ...ttt e e e e s I-11
Tabel 1.6. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun

2022 dan Tahun 2023 .....cccoiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 1-12
Tabel 1.7. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang

Tahun 2022 dan Tahun 2023 ..., 1-13
Tabel 1.8. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Magelang Tahun

2022 dan Tahun 2023 .......iiiiiiiiiiiiiieecccceereccee e 1-14
Tabel 1.9. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Magelang Tahun

2022 dan Tahun 2023 ........ccuiiiiiiiiiiiieeccceeeereecece e I-15
Tabel 1.10.  Target dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Kabupaten Magelang Tahun 2022 dan Tahun 2023 ..........cccccceeeeeeee I-16
Tabel 1.11. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Kabupaten Magelang Tahun 2022 dan Tahun 2023 ............ccceeeeeeee 1-18
Tabel 1.12.  Target dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Kabupaten Magelang

Tahun 2022 dan Tahun 2023 ..., 1-20
Tabel 1.13.  Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kabupaten Magelang Tahun 2022 dan Tahun 2023 ..........ccccceeeeeeee 1-22
Tabel 1.14. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun

2021 dan Tahun 2022 ........eemiiiiiiiiiieieeeeceee et 1-27
Tabel 1.15. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Magelang

Tahun 2022 dan Tahun 2023 ..., 1-28

Tabel 2.1. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Kabupaten Magelang Tahun

20023 ettt et et et e e e ettt e e e et e e e e ne e e e e e nraeeeean -2
Tabel 3.1. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan di Kabupaten Magelang Tahun

2022 ..ttt et e ettt e e et e e e et e e e e nraeeeeas -6
Tabel 3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Magelang Atas LKPJ

Bupati Magelang Tahun 2022 .........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 111-26
Tabel 4.1. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang

Dilaksanakan Kabupaten Magelang Tahun 2023 .........ccccccevviiiieenenes V-3
Tabel 4.2 Capaian Kinerja Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa

Tengah kepada Desa se-Kabupaten Magelang Tahun 2023............... V-6

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGLINGJAWABAN (LKP.J) BUPATI MAGELANG TAHUIN 2023 |




BAB I
PENDAHULUAN

LKPJ BUPATI MAGELANG
TAHUN 2023




1.1

BAB | PENDAHULUAN |I-1

BAB I
PENDAHULUAN

Dasar Hukum

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Magelang
merupakan pelaksanaan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71
ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala
Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini diatur
secara khusus dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa LKPJ wajib

disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Magelang Tahun 2023
ini merupakan gambaran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut
pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2023 berdasarkan arah
kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan, dalam upaya mewujudkan
visi Pemerintah Kabupaten Magelang, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten
Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (Sedaya Amanah)®“, berdasarkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2023 yang

penyusunannya menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) ini, sejumlah aturan perundangan digunakan sebagai landasan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota
Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Magelang;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-
2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-
2024;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
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1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah merupakan visi kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala
daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5

(lima) tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019
tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode
Tahun 2019-2024 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera,
Berdaya Saing dan Amanah
(SEDAYA AMANAH)*

Visi pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut
di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah
disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua
(sedoyo) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan
pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan
peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi

adalah sebagai berikut.

SEJAHTERA adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu
kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil)
maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi
secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah wareg, wutuh,
waras dan wasis. Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah
terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminnya kesehatan
masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang

cerdas dan berakhlak mulia.
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BERDAYA SAING adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya
saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta
berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun
internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki
sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya
saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi

serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

AMANAH adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu
keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang
ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu
menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan

komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, maka visi pembangunan Kabupaten Magelang

dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.

Salah satu indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah tercapainya Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Komponen yang sangat menentukan tercapainya
peningkatan IPM adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar, mencakup
pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Berbagai upaya dilakukan dalam
rangka meningkatkan IPM. Komponen pendidikan dalam mewujudkan peningkatan
IPM dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan pendidikan, komponen
kesehatan dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan kesehatan,
sedangkan komponen daya beli masyarakat dilakukan melalui penurunan jumlah
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peningkatan ketahanan pangan
daerah dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka. Adapun upaya untuk
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dilakukan
dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama yang mencakup sarana prasarana
publik terkait peribadatan dan perhatian pemerintah daerah terhadap para pelaku

pembinaan masyarakat baik organisasi masyarakat maupun pribadi masyarakat.
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2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap

menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Misi kedua ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang
lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui
pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastuktur wilayah yang berkelanjutan.
Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi diantaranya adalah

dengan meningkatkan daya saing kemampuan ekonomi daerah.

Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan ekonomi antara lain
pengembangan pertanian pariwisata dan Usaha Kecil Menengah (UKM),
pengembangan sarana dan prasarana publik, serta pengembangan kepemudaan dan
olah raga. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan
dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur
wilayah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan infrastuktur
wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik dan

pelestarian lingkungan hidup.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Amanah.

Misi ini menunjukkan adanya keinginan kuat Pemerintah Kabupaten Magelang
untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik, dan bersih. Pada periode
yang lalu tata kelola pemerintahan Kabupaten Magelang telah berjalan dengan baik
yang diindikasikan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (\W/TP)
untuk pengelolaan keuangan daerah. Dalam periode 2019-2024 tata kelola

pemerintahan yang amanah dilaksanakan dengan reformasi birokrasi secara optimal.

Reformasi birokrasi ke depan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang
semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Pelayanan publik yang
transparan dan akuntabel akan diwujudkan dengan smart regency dimana
pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dapat diakses

dan dikontrol oleh masyarakat.

Pelayanan publik yang partisipatif dilaksanakan melalui pelibatan masyarakat dalam
perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan berbagai media. Sedangkan
pelayanan publik yang inovatif dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan
Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional serta optimalisasi pemanfaatan

berbagai sumber pembiayaan Pembangunan.
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1.3. Data Umum Daerah

1.3.1.

Data Geografis Wilayah

Kabupaten Magelang dengan ibukota di Kota Mungkid termasuk dalam wilayah
administrasi Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah berdasarkan publikasi BPS
seluas 108.573 hektar atau sekitar 3,34% dari luas Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan pemetaan ulang dalam materi penyusunan revisi RTRW Kabupaten
Magelang yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas
wilayah Kabupaten Magelang dengan Kabupaten/Kota sekitarnya, luas wilayah
Kabupaten Magelang kurang lebih 112.926,41 hektar. Secara geografis, Kabupaten
Magelang terletak pada posisi antara 110001" 517 — 110026°58” Bujur Timur dan
7019’13” — 7042°16” Lintang Selatan, dengan batas-batas Kabupaten Magelang

sebagai berikut:

e Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang

e Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali

e Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta

e Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo

sedangkan di tengahnya terdapat Kota Magelang.

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisinya, yaitu di
antara dua kota besar, Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu, letak
strategis Kabupaten Magelang juga dapat dilihat dari posisinya yang berada di
antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan dan di tengah
Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan
jalur ekonomi, yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-
Yogyakarta-Solo, sehingga memudahkan aksesibilitas, mendorong perkembangan
ekonomi dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Magelang.

Berikut tabel mengenai luas masing-masing kecamatan, jumlah desa, dan

kelurahan serta jarak kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten Magelang.
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Tabel 1.1.

Luas Jarak ke
No | Kecamatan Jumiah Jumiah Wilayah Persentase Ibukota
Desa Kelurahan (%)
(Km?2) Kabupaten
(o oz J [ & | 5 | ¢ ] 7 ]

1 | Salaman 20 - 68,87 6,34 15

2 | Borobudur 20 - 54,55 5,02 4

3 | Ngluwar 8 - 22,44 2,07 22

4 | Salam 12 - 31,63 2,91 19

5 | Srumbung 17 - 53,18 4,90 19

6 | Dukun 15 - 53,40 4,92 21

7 | Muntilan 13 1 28,61 2,63 17

8 | Mungkid 14 2 37,40 3,44 7

9 | Sawangan 15 - 72,37 6,67 15

10 | Candimulyo 19 - 46,95 4,32 17

11 | Mertoyudan 12 1 45,35 4,18 6

12 | Tempuran 15 - 49,04 4,52 8

13 | Kajoran 29 - 83,41 7,68 31

14 | Kaliangkrik 20 - 57,34 5,28 34
15 | Bandongan 14 - 45,79 4,22 20

16 | Windusari 20 - 61,65 5,68 25

17 | Secang 19 1 47,34 4,36 22

18 | Tegalrejo 21 - 35,89 3,31 22

19 | Pakis 20 - 69,56 6,41 29
20 | Grabag 28 - 77,16 7,11 33

21 | Ngablak 16 - 43,80 4,03 37

Jumlah 367 5 1.085,73 100

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2023

Jumlah Penduduk

jiwa.
(112.126 jiwa), kemudian Kecamatan Grabag (96.935 jiwa) dan Kecamatan Secang
(84.154 jiwa). Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan

Jumlah penduduk Kabupaten Magelang tahun 2023 mencapai 1.331.921

Dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mertoyudan

Ngluwar (33.090 jiwa).
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Tabel 1.2.
Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2023

No Kecamatan Jumlah Penduduk (jiwa) |
Laki-laki Perempuan Tahun 2023

1 Salaman 38.551 38.003 76.554
2 | Borobudur 32.806 32.529 65.335
3 | Ngluwar 16.469 16.621 33.090
4 | Salam 24.219 24.282 48.501
5 | Srumbung 24.71 24.616 49.327
6 | Dukun 23.977 23.894 47.871
7 | Sawangan 29.638 29.352 58.990
8 | Muntilan 40.335 40.534 80.869
9 | Mungkid 37.556 37.669 75.225
10 | Mertoyudan 55.607 56.519 112.126
11 | Tempuran 27.139 26.498 53.637
12 | Kajoran 31.673 30.849 62.522
13 | Kaliangkrik 32.016 30.872 62.888
14 | Bandongan 32.172 31.101 63.273
15 | Candimulyo 25.965 25.496 51.461
16 | Pakis 28.896 27.894 56.790
17 | Ngablak 21.866 21.250 43.116
18 | Grabag 49.135 47.800 96.935
19 | Tegalrejo 27.864 27.128 54.992
20 | Secang 42.145 42.009 84.154
21 | Windusari 27.864 26.401 54.265
Jumlah 662.763 653.187 1.331.921

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2024
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1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase
pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan
penduduk Kabupaten Magelang dari tahun 2022 ke 2023 adalah 0,93 persen per

tahun.

Tabel 1.3.
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2023

1 | Salaman 38.551 38.003 76.554 0,95
2 | Borobudur 32.806 32.529 65.335 0,99
3 | Ngluwar 16.469 16.621 33.090 0,57
4 | Salam 24.219 24.282 48.501 0,34
5 | Srumbung 24.711 24.616 49.327 0,50
6 | Dukun 23.977 23.894 47.871 0,78
7 | Sawangan 29.638 29.352 58.990 1,13
8 | Muntilan 40.335 40.534 80.869 0,78
9 | Mungkid 37.556 37.669 75.225 0,85
10 | Mertoyudan 55.607 56.519 112.126 0,71
11| Tempuran 27.139 26.498 53.637 0,88
12 | Kajoran 31.673 30.849 62.522 1.1
13 | Kaliangkrik 32.016 30.872 62.888 1,50
14 | Bandongan 32.172 31.101 63.273 0,97
15 | Candimulyo 25.965 25.496 51.461 1,10
16 | Pakis 28.896 27.894 56.790 1,40
17 | Ngablak 21.866 21.250 43.116 1,33
18 | Grabag 49.135 47.800 96.935 0,96
19 | Tegalrejo 27.864 27.128 54.992 1,06
20 | Secang 42.145 42.009 84.154 0,56
21 | Windusari 27.864 26.401 54.265 1,35
Jumlah 670.604 661.317 1.331.921 0,93

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2024
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1.3.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dibentuk
perangkat daerah yang meliputi:

1. Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD
Inspektorat

Dinas Daerah berjumlah 18
Badan Daerah berjumlah 4

Kecamatan berjumlah 21

N o VA WD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah ASN Kabupaten Magelang sampai akhir tahun 2023 sejumlah 9.682
orang. Dengan demikian, terdapat kenaikan 151 orang apabila dibandingkan

dengan tahun 2022 yang berjumlah 9.531 orang.

Tabel 1.4
Kondisi ASN Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023
Tahun
No Golongan
2019 2020 2021 2022 2023
1 1 140 123 100 62 54
2 1 1.166 1.060 1.212 1.497 1.473
3 1l 4.381 4.195 4.212 6.381 6.929
4 v 2.573 2.240 1.916 1.591 1.246
Jumlah 8.260 7.618 7.440 9.531 9.682

Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat penurunan
jumlah ASN pada tahun 2020 sampai dengan 2021 dengan rata-rata penurunan
sejumlah 410. Pada tahun 2020 penurunan terjadi signifikan yaitu sejumlah 642
orang. Adapun penyebab penurunan ini adalah PNS memasuki masa purna
tugas, PNS pensiun Atas Permintaan Sendiri, adanya mutasi keluar daerah dan
tingginya angka kematian PNS karena covid pada masa pandemi covid-19. Mulai
tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah ASN. Hal ini disebabkan karena terdapat
penambahan ASN dari jalur penerimaan PPPK sejumlah 1.984 formasi dan tahun

2023 sejumlah 885 formasi.
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Pada tahun 2023 komposisi pendidikan ASN Kabupaten Magelang

didominasi oleh lulusan $S1/D-1V, dengan persentase sebesar 66,42%:; kemudian
lulusan D-lll sebesar 16,59%; lulusan SMA sebesar 7,87%:; lulusan S2 sebesar
5,60%:; lulusan D-Il sebesar 1,60%; lulusan SMP sebesar 1,12%; lulusan SD
sebesar 0,45% serta lulusan D-1 sebesar 0,35%.

Tabel 1.5.
Komposisi Pendidikan ASN (Orang) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023

Tahun
No Pendidikan 2019 2020 2021 2022 2023
L P L P L P L P L P
1 $3 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0]
2 $2 273 199 293 293 |[280 [269 |293 303 264 278
3 $1/D-IV 1.642 [2.964 [1.811 |1.811 [1.393 [2.769 [1.811 [4.224 [1.843 4.588
4 D-1l 198 806 |[286 |286 |234 [979 |286 (1253 |[296 1310
5 D-1l 159 337 77 77 94 197 77 168 63 92
6 D-1 17 67 6 6 7 39 6 25 4 30
7 SMA 775 541 584 |584 616 356 | 584 314 537 225
8 SMP 191 14 127 127 144 10 127 7 98 10
9 sD 73 4 48 48 51 2 48 5 42 2
3.328 14.932 (3.013 [3.232 [3.232 |4.621 [3.232 [6.299 |[3.147 6.535
Jumiah 8.260 7.618 7.440 9.531 9.682

Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2024

1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan

daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun,

kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan

daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan

transfer; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketentuan terkait

pendapatan asli daerah mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.
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Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan
memperhatikan kebijakan yang ada pada RKPD Tahun 2023 yang diarahkan
pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Selain
ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah juga diarahkan untuk
memberikan stimulus dalam mendukung kondisi perekonomian yang lebih
berkualitas dengan memperhatikan potensi yang ada guna tercapainya
peningkatan kemandirian daerah serta mengurangi tingkat ketergantungan
terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Tabel 1.6.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2022 dan Tahun 2023

Realisasi %
Kenaika

No Uraian Target TA 2023 TA 2022 n/
A 202 e Audited Penurun

1 | Pendapatan 443.649.294.413 |  465.452.257.784 [104.91 | 432.688.035.341 7,57
Asli Daerah

2 | Pendapatan
Transfer

2.111.381.547.920 | 2.089.541.001.808 (98,97 PR.100.710.656.495 (0,53)

3 | Lain-lain
Pendapatan 21.497.000.000 18.454.635.298 |85,85 | 24.625.485.254 | (25,06)
Daerah Yang
Sah

Jumnlah 2.576.527.842.333 | 2.573.447.894.890 |99,88 | 2.558.024.177.090 0,60

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2024
*) Data per 29 Januari 2024, Unaudited

Dari Tabel 1.6 di atas tampak bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun

2023 ditargetkan Rp2.576.527.842.333,00 dan terealiasi sebesar

Rp2.573.447.894.890,00 atau sebesar 99,88% dengan penjelasan sebagai

berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan
dipungut sendiri oleh pemerintah daerah meliputi pajak daerah; retribusi
daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah. PAD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan
sebesar Rp443.649.294.413,00 dan realisasii PAD  sejumlah
Rp465.452.257.784,00 atau 104,91%. Realisasi tersebut lebih tinggi
7,57% dibanding realisasi PAD tahun 2022. Realisasi PAD 2023
berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 18,09%. Adapun

rincian realisasi PAD sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
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Tabel 1.7.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2022 dan Tahun 2023

1 | Hasil Pajak
Daerah

179.322.908.877 | 189.568.476.778 | 105,71 | 169.682.578.756 11,72

2 | Hasil
Retribusi 19.874.479.802 18.992.881.583 | 95,56 18.953.321.094 0,21
Daerah
3 | Hasil

Pengelolaan
Kekayaan 29.664.089.642 30.598.215.796 | 103,15 28.082.640.133 8,96
Daerah yang
Dipisahkan

4 | Lain-lain
Pendapatan
Asli  Daerah|

214.787.816.092 | 226.292.683.627 | 105,36 | 215.969.495.358 4,78

yang Sah
JUMLAH 443.649.294.413 | 465.452.257.784 | 104,91 | 432.688.035.341 7,57

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2024
*) Data per 29 Januari 2024, Unaudited

a) Pajak Daerah
Dasar pengenaan pajak daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah. Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Rincian
target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2022 dan

realisasi Tahun 2023 sebagai berikut:
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Tabel 1.8.

Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2022 dan Tahun 2023

Uraian

1 | Pajak Hotel

Target TA
2023

17.398.794.444

Realisasi

TA 2023

18.296.496.695

%

105,16

TA 2022
Audlited

15.286.879.681

%
Kenai
kan/
Penur
unan

19,69

2 | Pajak
Restoran

27.284.969.787

29.917.335.807

109,65

24.427.499.187

22,47

3 | Pajak
Hiburan

4.648.938.778

4.726.606.197

101,67

3.880.703.301

21,80

4 | Pajak
Reklame

1.197.855.079

1.324.830.646

110,60

1.195.598.522

10,81

5 | Pajak
Penerangan
Jalan

44.870.079.024

45.655.001.705

101,75

42.983.669.080

6,21

6 | Pajak Parkir

1.565.148.392

1.672.639.001

106,87

1.727.857.470

(3,20)

7 | Pajak Air
Tanah

938.879.760

1.013.976.680

108,00

926.660.120

9,42

8 | Pajak
Mineral
Bukan
Logam dan
Batuan

2.882.000.000

3.769.062.835

130,78

2.750.014.945

37,06

9 | Pajak Bumi
dan
Bangunan
Perdesaan
dan
Perkotaan
(PBBP2)

42.506.029.431

42.975.578.095

101,10

42.506.029.431

1,10

Bea
Perolehan
Hak Atas
Tanah dan
Bangunan
(BPHTB)

36.030.214.182

40.216.949.117

111,62

33.997.667.019

18,29

JUMLAH

179.322.908.877

189.568.476.778

105,71

169.682.578.756

11,72

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2024
*) Data per 29 Januari 2024, Unaudited

b) Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi berasal dari hasil pemungutan Retribusi Jasa

Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dasar

Pemungutan Retribusi Jasa Umum adalah:

1)

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

2)

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2021

tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten

Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Usaha.
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3)

BAB | PENDAHULUAN |I-15

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012

tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Rincian target dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah pada Tahun

2022 dan realisasi Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.9.
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2022 dan Tahun 2023

Realisasi %
Kenaika
. Target TA
Uraian TA 2022 n/
AV e 24228 % Audited Penurun

an

Retribusi

10.917.290.802 | 9.238.629.556 84,62 | 12.019.984.944 (23,14)
Jasa Umum

Retribusi

7.665.381.580 | 8.530.038.200 111,28 6.291.134.510 35,59
Jasa Usaha

Retribusi
Perizinan 1.291.807.420 | 1.224.213.827 94,77 642.201.640 90,63
Tertentu

JUMLAH 19.874.479.802| 18.992.881.583| 95.56 | 18.953.321.094| 0,21

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2024
*) Data per 29 Januari 2024, Unaudited

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan PAD yang berasal 